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BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR S5 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta
memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2021, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; '

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730);




10.

11,

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575},

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);
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14.

15.

16

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, = Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
26 Tahun 2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 235 Tahun
2003 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor
16);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2021 Nomor 7);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahuq
Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun
2021;
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Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,;

Neraca;

Laporan Operasional (LO);

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
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Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp2.608.437.761.443,24
2. Belanja Daerah Rp2.395.343.354.250,62
Surplus Rp213.094.407.197,61
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp365.970.350.438,50
b. Pengeluaran Rp28.000.000.000,00
Surplus Rp337.970.350.438.50
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp164.025.089.269,24 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan
Setelah Perubahan Rp2.444.412.672.174,00

b. Realisasi Rp2.608.437.761.443,24
Selisih Lebih Rp164.025.089.269,24
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2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejurhlah
Rp384.523.658.645,14 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Belanja

Setelah Perubahan Rp2.779.867.012.895,76
b. Realisasi Rp2.395.343.354.250,62
Selisih Kurang (Rp384.523.658.645,14)

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp548.548.747.914,37 dengan rincian sebagai berikut:
a. Surplus/Defisit '

Setelah Perubahan (Rp335.454.340.721,76)
b. Realisasi Rp213.094.407.192,61
Selisih Lebih Rp548.548.747.914,37

4, Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp1.716.009.716,74 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan
Pembiayaan Setelah Perubahan  Rp364.254.340.721,76

b. Realisasi Rp365.970.350.438,50
Selisih Lebih Rpl1.716.009.716,74

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp800.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pengeluaran
Pembiayaan Setelah Perubahan Rp28.800.000.000,00
b. Realisasi Rp28.000.000.000,00
Selisih Kurang (Rp800.000.000,00)
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp2.516.009.716,74 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pembiayaan

Netto Setelah Perubahan Rp. 335.454.340.721,76

b. Realisasi Rp337.970.350.438,50

Selisih Lebih Rp2.516.009.716,74
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun
2021 sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Awal (SAL) Rp365.746.466.503,76
2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan Rp365.746.466.503,76
Jumlah (1-2) Rp0,00
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Rp551.064.757.631,12
Jumlah (1-2)+3 Rp551.064.757.631,12
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya Rp0,01
5. Saldo Anggaran Lebih Akhir (3-4) Rp551.064.757.631,11
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per
31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:
1. Jumlah Aset Rp3.821.564.127.343,71

2. Jumlah Kewajiban Rp71.061.741.421,03
3. Jumlah Ekuitas Rp3.750.502.385.922,68



Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:
1. Surplus Operasi '

a. Pendapatan LO Rp2.423.968.928.223,01

b. Beban Rp2.009.626.941.155,94

Surplus Operasi Rp414.341.987.067,07
2. Defisit Dari Kegiatan

Non Operasional Rp0,00
3. Pos Luar Biasa Rp(2.008.338.341,00)
4. Surplus LO Rp412.333.648.726,07

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Saldo Kas Awal Per 1 Januari

Tahun 2021 Rp365.746.466.503,75
2. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas
Operasi RpS64.771.016.860,88
3. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi (Rp379.676.609.668,26)
4, Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Rp223.883.934,75
5. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Rp0,00
6. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember
Tahun 2021 Rp551.064.757.631,11
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember tahun 2021 sebagai berikut: '

1. Ekuitas Awal Rp3.329.533.921.713,65
2. Surplus LO Rp412.333.648.726,07
3. Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp8.634.815.482,96
4, Ekuitas Akhir Rp3.750.502.385.922,68
Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I . Laporan Realisasi Anggaran,

Lampiran I.1 . Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Lampiran 1.2 . Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang

Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan,
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11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18. Lampiran XVIII

19.

20.

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

. Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XIX

Lampiran XX

Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

. Ikhtisar

Rincian Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan,

Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;

Laporan Arus Kas;

: Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih,;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

: Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah,;
: Daftar Rekapitulasi Realisasi

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap,

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Sub Kegiatan yang Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun
Anggaran 2021 dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya.

: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri

atas:
Laporan Keuangan (Neraca)

Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah,;

: Ikhitisar Laporan Keuangan (Laporan

Laba/Rugi) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
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Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Agustus 2022
Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 99-3/2022
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